BUPATI MADIUN

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa Dberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Madiun perlu adanya penjabaran lebih lanjut tugas

pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemeritah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,;



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

Madiun;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MADIUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten
Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

Kabupaten Madiun.
Bupati adalah Bupati Madiun.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Madiun.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Madiun.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh



Undang-Undang untuk  melakukan  penyidikan  terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non
struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang
penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

8. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tenteram, tertib, dan teratur.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwva yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.

11. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap orang atau barang yang ada

hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

12. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah adalah
dokumen-dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat.



Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan

masyarakat;

pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di Kabupaten Madiun;
pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun,

dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

dan Keputusan Bupati;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

dan Keputusan Bupati;

pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi
pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana

dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

a.

melaksanakan penyusunan perencanaan strategis Satuan Polisi

Pamong Praja;



melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,
kearsipan, humas dan keprotokolan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
kesejahteraan pegawai;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap
perlengkapan asset;

melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana, dan produk hukum
lainnya ;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas

menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait
bidang ketatausahaan;

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 5

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai

tugas:

a.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

melaksanakan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta
peraturan pelaksanaannya;

menyusun rencana dan melaksanakan pengawalan pejabat/tamu
penting dan pengamanan tempat-tempat penting;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Keempat

Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 6

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyidikan dan
penindakan;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
teknis dibidang penyidikan dan penindakan;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan
instansi lain dibidang penyidikan dan penindakan;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang
penyidikan dan penindakan;

mengkaji aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyidikan dan
penindakan;

melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
kegiatan penyidikan dan penindakan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 7

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas:

a.

mengumpulkan dan menganalisa data serta menyiapkan bahan
koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan kapasitas
personil;

melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong
Praja dan PPNS ;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan
bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kapasitas
personil;

menyusun rencana kebutuhan pengembangan kapasitas personil;
menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
dan petunjuk teknis penyuluhan pada masyarakat terkait dengan

Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



serta Perlindungan Masyarakat;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pemuka
masyarakat, lembaga formal dan informal dalam bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan

Masyarakat;

. melaksanakan kegiatan kesamaptaan,;

melaksanakan monitoring evaluasi dan penyusunan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja
pada Seksi Perlindungan Masyarakat;

menyiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan
kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat;

menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat;

melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat;
menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
meningkatkan pemasyarakatan sistem keamanan lingkungan;
melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan yang
menyangkut Sumber Daya Manusia satuan perlindungan
masyarakat;

meningkatkan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat secara
terpadu;

melaksanakan monitoring evaluasi dan penyusunan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang

penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.



(2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas
kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan
fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 September 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 26 September 2011

NIP. 19571022 198311 1 001

SEKRETARIS DAERAH
ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya

BERITA DAERAH KABUPATEN MAQIUN TAHUN 2011 NOMOR 32/ G3

Sesuai deng#an aslinya
SEKRETARI$ DAERAH

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001




